BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa
proses pelaksanaan perencanaan pajak (tax planning) di PT Sukses
Sejahtera dilakukan dengan menghitung pajak penghasilan yang
terutang tahun 2017, kemudian menganalisis informasi perpajakan dan
mencari celah-celah yang bisa dilakukan perencanaan pajak tanpa
melanggar peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak yang dilakukan
antara lain perencanaan pajak melalui biaya akomodasi tamu,
perencanaan pajak melalui biaya kesejahteraan karyawan (tunjangan
pengobatan dan tunjangan biaya kesejahteraan karyawan), perencanaan
pajak melaui PPh Pasal 21 Proses selanjutnya yaitu menghitung
kembali pajak penghasilan yang terutang setelah dilakukan

perencanaan pajak

2. Penerapan tax planning atas biaya akomodasi tamu, biaya pengobatan,
biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya PPh Pasal 21 dapat
menghemat biaya pajak penghasilan badan yang terutang PT Sukses
Sejahtera sebesar Rp 120.730.806 atau sebesar 18,71% dari pajak

sebelum diterapkan tax planning yaitu sebesar Rp 645.264.181.
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B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran
untuk PT Sukses Sejahtera agar dapat lebih memaksimalkan perencaan pajak,

yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan pajak pada PT Sukses Sejahtera diharapkan
PT Sukses Sejahtera melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan bahwa batas
pembayaran pajak terutang adalah 4 bulan setelah batas akhir tahun buku
perusahaan. Dengan PT Sukses Sejahtera membayarkan pajak dengan
tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya
menghemat pajak tetapi juga membuat si wajib pajak membayar pajak

tepat waktu.

2. Saran saya untuk perusahaan adalah tetap melakukan tax planning untuk
penghematan pajak dengan tidak melanggar dari peraturan perpajakan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



